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Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon | Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terbuka

Senin, 22 November 2021

10.30 WIB s.d. Selesai

Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK 1V)

Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta

Membabhas:

1. Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran
2022:dan

2. Isu-isu Aktual.

Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)

didampingi oleh Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV

DPR RI/F-PG), G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua

Komisi IV DPR RI/F-Gerindra), Rusdi Masse

Mappasessu (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-

NasDem), dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua

Komisi IV DPR RI/F-PKB)

Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV

DPR RI)

A. 43 Anggota dari 52 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir Pemerintah:

1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris
Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan);

2. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

3. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

4. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Dirjen Pengelolaan
Hutan Lestari sekaligus PIt. Kepala Badan
Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan);
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PENDAHULUAN

10.

11.

12.

2.

. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.

(Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan);

. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur

Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan
Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

. Ir. Laksmi Dhewanthi, MA. (Direktur Jenderal

Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur

Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan);

. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur

Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan);

Ir. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM sekaligus
PIt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran
Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi
Gambut dan Mangrove) beserta jajaran; dan

Ir. S.P.M. Budi Susanti, M.Sc. (Kuasa PlIt. Direktur
Jenderal Pengendalian  Pencemaran  dan
Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan).

RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon | Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, membahas Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran
2022 dan Isu-isu Aktual, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin,
S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk

umum.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas Pagu Alokasi

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan

Restorasi

Gambut  dan Mangrove  TA 2022  sebesar

Rp7.120.421.454.000,00 (tujuh triliun seratus dua puluh miliar empat
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ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).
Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan agar melakukan realokasi Pagu Anggaran
Tahun 2022 yang akan digunakan untuk pengadaan sarana dan
prasarana serta perlengkapan kerja untuk pencegahan dan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan konservasi,
minimal sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem untuk berkomitmen menjaga keutuhan dan fungsi kawasan
konservasi dengan melakukan pelarangan pelebaran jalan (hanya
untuk jalan patroli) maksimal lebar 2 (dua) meter termasuk melarang
pembangunan fasilitas baru di luar kepentingan Taman Nasional.

. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan untuk meningkatkan transparansi dalam menyampaikan
informasi mengenai capaian target pelaksanaan pemenuhan kewajiban
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh pemegang izin pinjam
pakai kawasan hutan (persetujuan penggunaan kawasan hutan) dan
kewajiban lain berupa kewajiban menyediakan lahan pengganti/lahan
kompensasi dan kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai.

. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan agar dapat memulai realisasi Anggaran Tahun 2022 untuk
Program dan Kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat serta
sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kapasitas
sumber daya masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, mulai
awal Tahun 2022.
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5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem untuk melakukan prioritas pelaksanaan program
perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati

melalui kegiatan penangkaran satwa liar bersama masyarakat.

[ll. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.10 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.
Sudin, S.E.
A-151
Sekretaris Jenderal Kepala Badan Restorasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Gambut dan Mangrove,
Kehutanan,
Ttd. Ttd.

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. Ir. Hartono, M.Sc.




